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Abstrak: Penelitian ini  bertujuan untuk
mengevaluasi implementasi pendidikan inklusi di
SD 06 Merau, wilayah perbatasan Entikong,
Kalimantan Barat, menggunakan pendekatan
deskriptif kuantitatif. Metode yang digunakan
mengacu pada Discrepancy Evaluation Model
dari Provus, yang menilai kesenjangan antara
standar kebijakan dan pelaksanaan nyata di
lapangan. Data dikumpulkan melalui angket,
observasi, dokumentasi, dan wawancara terhadap
kepala sekolah, guru, dan siswa berkebutuhan
khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
tingkat implementasi pendidikan inklusi berada
dalam kategori rendah-sedang, dengan rata-rata
capaian indikator sebesar 46,3%. Kendala utama
meliputi  minimnya kebijakan  operasional
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sekolah, keterbatasan guru pendamping khusus, aksesibilitas fisik yang tidak memadai, serta rendahnya
partisipasi dalam pelatihan inklusi. Temuan ini merekomendasikan pentingnya sinergi antara pemerintah,
sekolah, dan masyarakat dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia, fasilitas inklusif, serta
budaya sekolah yang ramah keberagaman untuk mewujudkan pendidikan inklusi yang adil dan
berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusi adalah pendekatan yang memberikan kesempatan kepada
anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk belajar bersama dengan anak lainnya di
sekolah reguler. Pendekatan ini memastikan ABK mendapatkan layanan pembelajaran
yang setara, adaptif, dan sesuai karakteristik individunya. Tujuannya adalah mengatasi
hambatan akses terhadap pendidikan bermutu yang kerap dialami ABK. Sekolah
inklusi menyelenggarakan pembelajaran akomodatif dalam lingkungan yang suportif,
sehingga seluruh peserta didik memperoleh hak pendidikan yang sama. Dasar hukum
pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia diatur dalam (Permendikbudristek 48
Tahun 2023), (Perda No 18 Tahun 2017; Perda No 5 Tahun 2018 ) tentang
penyelenggaraan, yang mewajibkan satuan pendidikan menerima dan
mengembangkan potensi semua peserta didik, termasuk ABK. Meski menggunakan
kurikulum yang sama dengan sekolah reguler, pelaksanaannya disesuaikan melalui
modifikasi strategi, penilaian, dan pendekatan agar pembelajaran tetap bermakna dan
inklusif.

Evaluasi merupakan elemen strategis dalam pelaksanaan program pendidikan
inklusi karena berfungsi menilai ketercapaian tujuan, efektivitas implementasi, kendala
yang dihadapi, serta memberikan masukan untuk perbaikan berkelanjutan. Melalui
pendekatan sistematis seperti pengumpulan, analisis, dan interpretasi data, evaluasi
tidak hanya menilai hasil akademik, tetapi juga menelaah sejauh mana sekolah
menyediakan lingkungan belajar yang adaptif dan inklusif bagi semua peserta didik
(Global Education Monitoring Report Team, 2020). Model Discrepancy Evaluation dari
Provus digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi ideal dan realita
pelaksanaan, sehingga evaluator dapat merumuskan intervensi yang tepat ((Fitzpatrick
et al., 2011). Pendekatan kualitatif turut memberikan pemahaman mendalam terhadap
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pengalaman guru, siswa, dan pemangku kepentingan lainnya, yang penting untuk
menilai keberhasilan program secara holistik(Cresswell & Plano Clark, 2011)
(Creswell, 2016). Temuan evaluatif ini menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih
responsif dan mendorong peningkatan kapasitas guru, sarana pembelajaran, serta
strategi pedagogis, menjadikan evaluasi sebagai jembatan menuju pendidikan yang
lebih inklusif dan bermartabat (Patton, 2014).

Pendidikan inklusi merupakan jembatan penting dalam mewujudkan
pendidikan yang adil dan setara bagi semua anak, dengan memberikan kesempatan
yang sama tanpa memandang latar belakang sosial, kondisi fisik, atau kebutuhan
khusus yang dimiliki peserta didik. Dalam pendekatan ini, proses pembelajaran
disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan individual siswa, sehingga
menciptakan lingkungan belajar yang ramah, adaptif, dan suportif bagi
keberagaman(Goyibova et al., 2025). Pendidikan inklusi tidak hanya berfokus pada
integrasi fisik siswa berkebutuhan khusus ke dalam sekolah reguler, tetapi juga
menekankan pentingnya penerimaan, partisipasi aktif, serta pencapaian belajar yang
bermakna bagi semua anak. Sebagai sistem pendidikan yang menghargai perbedaan,
inklusi mendorong praktik pedagogis yang fleksibel, kurikulum yang responsif, dan
layanan pendukung yang holistik (Kaur & Bhatia, 2024). Untuk menjamin efektivitas
implementasinya, evaluasi menjadi langkah esensial yang mencakup berbagai aspek
seperti kurikulum, proses pembelajaran, dan layanan pendidikan, guna memastikan
bahwa prinsip inklusivitas benar-benar diterapkan dalam praktik. Selanjutnya, evaluasi
ini menjadi dasar penting dalam merancang strategi pengembangan pendidikan inklusif
yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Hambatan utama yang dihadapi anak berkebutuhan khusus dalam
mengakses pendidikan bukan terletak pada kondisi fisik atau kecatatannya, melainkan
pada penerimaan sosial masyarakat yang masih belum sepenuhnya inklusif. Stigma
dan pandangan negatif dari lingkungan sekitar sering kali membentuk persepsi anak
terhadap dirinya sendiri, sehingga menghambat kepercayaan diri dan partisipasi aktif
mereka dalam proses pendidikan (Davidov et al.,, 2015). Oleh karena itu,
penyelenggaraan pendidikan harus memberikan jaminan bahwa setiap anak apapun
latar belakang dan kebutuhannya mendapatkan layanan yang memungkinkan mereka
mengembangkan potensi secara optimal dan individual. Namun demikian, realita di
lapangan menunjukkan bahwa harapan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, baik
dari segi kualitas proses pembelajaran, ketersediaan guru pendamping yang
kompeten, maupun fasilitas yang mendukung pembelajaran inklusif secara menyeluruh
(Moller & Shoshan, 2019). Pendidikan inklusi sebagai sebuah sistem tidak akan
berjalan efektif jika seluruh warga sekolah belum memahami dan mengadopsi prinsip
inklusivitas dalam tindakan nyata. Dalam perkembangannya, konsep inklusi kini tidak
hanya mencakup anak dengan keterbatasan fisik atau mental, tetapi juga mereka yang
berbakat, yang hidup dalam keterpinggiran sosial, dan yang memiliki kemampuan
belajar di bawah rata-rata kelompoknya (Long & Guo, 2023). Untuk melihat
bagaimana pendidikan inklusi dijalankan secara konkret, penelitian ini memfokuskan
evaluasi pada pelaksanaan dan kebijakan pendidikan inklusi di SD 06 Merau, sebuah
sekolah yang berada di wilayah perbatasan Entikong, Kalimantan Barat, yang secara
geografis dan sosial memiliki tantangan tersendiri dalam implementasi pendidikan
inklusif. Paragraf selanjutnya akan mengulas pendekatan evaluatif yang digunakan
serta bagaimana konteks perbatasan memengaruhi praktik pendidikan inklusi di
sekolah tersebut.

Pendidikan inklusi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan dan
belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan harapan atau kebijakan yang telah
dirancang. Temuan empiris menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan
inklusi yang bersifat normatif dengan praktik pelaksanaannya di sekolah, terutama
dalam aspek proses pembelajaran yang belum sepenuhnya adaptif, kurikulum yang
belum terintegrasi secara inklusif, serta keterbatasan sumber daya guru pendamping
khusus yang berperan penting dalam mendukung anak berkebutuhan khusus di
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lingkungan sekolah umum (Kdélle & Quercia, 2021). Oleh karena itu, evaluasi menjadi
langkah strategis yang tidak hanya bersifat reflektif, tetapi juga konstruktif untuk
mengidentifikasi area yang membutuhkan penguatan. Salah satu pendekatan evaluatif
yang relevan adalah model Discrepancy Evaluation, yang menilai kesenjangan antara
kondisi ideal dalam kebijakan dan kenyataan implementatif di lapangan. Dengan
pendekatan ini, diharapkan proses evaluasi dapat memberikan gambaran
komprehensif mengenai hambatan dan peluang dalam pelaksanaan pendidikan inklusi.
Paragraf selanjutnya akan membahas secara lebih spesifik bagaimana model evaluasi
ini diterapkan dalam konteks sekolah perbatasan, serta indikator-indikator utama yang
menjadi fokus evaluasi.

METODE

Penelitian ini merupakan studi evaluatif dengan pendekatan kuantitatif
deskriptif yang bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi kebijakan
pendidikan inklusi telah dilaksanakan di SD 06 Merau, Entikong, wilayah perbatasan
yang memiliki kompleksitas sosial dan geografis tersendiri. Dalam proses evaluasi,
digunakan Discrepancy Evaluation Model (DEM) yang dikembangkan oleh Malcolm
Provus, yang secara sistematis mengidentifikasi kesenjangan antara standar atau
rencana program dengan realisasi pelaksanaannya di lapangan (Stufflebeam & S.
Coryn, 2014). Model ini sangat relevan dalam konteks pendidikan inklusi karena
mampu menyoroti perbedaan antara idealisasi kebijakan dan praktik nyata di sekolah,
terutama dalam penyediaan sumber daya, kompetensi guru, serta kesiapan
infrastruktur pendukung (Chiurugwi et al., 2013). Hasil evaluasi ini diharapkan menjadi
dasar untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang lebih tepat sasaran dan
kontekstual, khususnya bagi daerah perbatasan yang kerap mengalami keterbatasan
akses dan dukungan. Selanjutnya, penting untuk melihat bagaimana partisipasi
masyarakat dan sinergi antar pemangku kepentingan turut memengaruhi efektivitas
kebijakan pendidikan inklusi di wilayah tersebut.

Data utama dalam penelitian ini dikumpulkan melalui angket, observasi,
dokumentasi, serta wawancara, yang Kkeseluruhannya bertujuan  untuk
menggambarkan secara komprehensif pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi di SD
06 Merau Entikong. Angket diberikan kepada kepala sekolah, guru, dan siswa
berkebutuhan khusus (ABK) untuk menangkap persepsi, pengalaman, dan hambatan
langsung yang mereka hadapi dalam praktik inklusif di sekolah. Sementara itu,
observasi dan studi dokumentasi dilakukan guna memverifikasi kesesuaian antara
pernyataan responden dan fakta lapangan, termasuk ketersediaan fasilitas, adaptasi
kurikulum, serta peran guru pendamping(Cresswell & Plano Clark, 2011). Di sisi lain,
wawancara dengan pemangku kebijakan dan pihak sekolah dilakukan untuk menggali
perspektif kelembagaan dan komitmen institusional terhadap implementasi kebijakan
inklusi, sehingga mampu memperkaya analisis dengan dimensi struktural dan kultural
(Booth & Ainscow, 2011). Metode triangulasi ini dipilih guna meningkatkan validitas
data dan memberikan gambaran yang lebih utuh tentang praktik pendidikan inklusi di
wilayah perbatasan, yang secara geografis dan sosial menghadapi tantangan unik.
Oleh karena itu, pada bagian selanjutnya penting untuk menelaah hasil evaluasi
berdasarkan indikator-indikator kunci dari Discrepancy Evaluation Model, yang
mencerminkan tingkat kesesuaian antara tujuan kebijakan dan realitas
implementatifnya..

Subjek dalam penelitian ini adalah SD 06 Merau yang menjadi salah satu
penyelenggara pendidikan inklusi di Kecamatan Entikong, wilayah perbatasan yang
memiliki keragaman sosial serta tantangan geografis yang khas. Pemilihan sampel
dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan jumlah siswa berkebutuhan
khusus (ABK) dan tingkat keterlibatan guru dalam implementasi program inklusi,
sehingga data yang diperoleh relevan dan representatif terhadap konteks yang diteliti.
Total responden dalam penelitian ini terdiri atas 1 kepala sekolah, 10 guru, dan 12
siswa ABK, yang masing-masing memiliki peran dan pengalaman unik dalam
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pelaksanaan pendidikan inklusi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali
dinamika interaksi serta hambatan dan dukungan yang dirasakan langsung oleh pelaku
di lapangan (Patton, 2019). Dengan komposisi responden yang beragam, penelitian ini
tidak hanya mampu menangkap sisi administratif kebijakan, tetapi juga realitas
partisipatif dari pelaksana dan penerima layanan inklusif. Selanjutnya, analisis hasil
evaluasi akan difokuskan pada dimensi kesenjangan antara rencana dan implementasi
melalui pendekatan Discrepancy Evaluation Model yang telah dijelaskan sebelumnya.
Prosedur evaluasi dalam penelitian ini mengacu pada empat tahapan utama
dalam Discrepancy Evaluation Model yang dirancang untuk mengidentifikasi
kesenjangan antara rencana ideal dan pelaksanaan aktual program pendidikan inklusi.
Tahap pertama, yaitu desain, difokuskan pada penetapan tujuan dan kriteria
keberhasilan yang menjadi acuan utama dalam mengukur efektivitas program.
Selanjutnya, tahap instalasi menelaah kesiapan sumber daya seperti kualifikasi guru,
sarana prasarana, serta dukungan kebijakan yang tersedia sebelum program
dijalankan. Pada tahap proses, peneliti mengumpulkan data dari pelaksanaan program
secara langsung untuk mengamati sejauh mana program berjalan sesuai rencana.
Terakhir, tahap produk dilakukan dengan menganalisis capaian program berdasarkan
indikator yang telah ditentukan guna mengetahui keberhasilan maupun kendala yang
dihadapi dalam mencapai tujuan pendidikan inklusi (Endres et al., 2015; Stufflebeam &
Coryn, 2014). Keempat tahapan ini memberikan kerangka kerja yang sistematis dan
menyeluruh untuk menilai efektivitas kebijakan secara obyektif. Dengan demikian, hasil
evaluasi yang diperoleh diharapkan tidak hanya menggambarkan kondisi saat ini,
tetapi juga memberikan dasar yang kuat untuk perbaikan berkelanjutan di masa
mendatang.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini divalidasi melalui proses expert
judgement oleh lima pakar, dan diuji validitas serta reliabilitasnya sebelum digunakan
dalam penyebaran angket. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif
deskriptif, yang menginterpretasikan hasil dalam bentuk angka untuk menggambarkan
tren dan kecenderungan pelaksanaan Kkebijakan. Hasil evaluasi kemudian
dibandingkan dengan standar kebijakan yang telah ditetapkan dalam
(Permendikbudristek 48 Tahun 2023; Perda No 5 Tahun 2018 ; bagian ketiga tentang
Pendidikan pasal 11 pada perda tentang perlindungan dan aksesibilitas penyandang
disabilitas (Perda No 18 Tahun 2017) pasal 42 tentang penyelenggaraan. Pendidikan
sebagai acuan evaluasi keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi dimana disana
jelas bahwa Setiap lembaga pendidikan yang menyelenggarakan layanan pendidikan
inklusif diwajibkan memiliki tenaga kependidikan yang kompeten dalam memberikan
pembelajaran yang sesuai bagi peserta didik berkebutuhan khusus.Setiap lembaga
pendidikan yang menyelenggarakan layanan pendidikan inklusif diwajibkan memiliki
tenaga kependidikan yang kompeten dalam memberikan pembelajaran yang sesuai
bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

HASIL dan PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi pendidikan inklusi di
Kabupaten Sanggau dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif guna
memberikan gambaran objektif terhadap pelaksanaan kebijakan di tingkat satuan
pendidikan. Data dikumpulkan melalui penyebaran angket kepada guru, kepala
sekolah, dan tenaga kependidikan di sekolah dasar yang telah ditetapkan sebagai
penyelenggara inklusi, sehingga mencerminkan pandangan dari pelaksana langsung
program. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kuantitatif untuk
mengetahui sejauh mana pelaksanaan pendidikan inklusi telah sesuai dengan
indikator-indikator  yang ditetapkan dalam regulasi nasional, seperti
Permendikbudristek 48 Tahun 2023, serta regulasi daerah seperti Perda No 5 Tahun
2018, Perda No 18 Tahun, 2017). Hasil analisis ini menjadi penting untuk memetakan
potensi, tantangan, serta area perbaikan yang diperlukan dalam mewujudkan
pendidikan yang benar-benar inklusif dan berkeadilan di wilayah perbatasan. Oleh
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karena itu, bagian selanjutnya akan menguraikan hasil evaluasi berdasarkan empat
tahapan utama dalam model evaluasi discrepancy sebagai kerangka analisis utama
dalam penelitian ini..

Berdasarkan analisis deskriptif, diperoleh bahwa dari total responden, hanya
38% yang menyatakan sekolah mereka memiliki dokumen kebijakan internal terkait
pendidikan inklusi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar satuan pendidikan
belum secara eksplisit menerjemahkan amanat dari (Permendikbudristek 48 Tahun
2023ke dalam kebijakan operasional sekolah. Ketidakterpenuhan ini berdampak
langsung terhadap ketiadaan pedoman pelaksanaan yang komprehensif di tingkat
sekolah, khususnya dalam hal penyesuaian kurikulum, evaluasi pembelajaran, dan
asesmen kebutuhan khusus peserta didik.

Selanjutnya, hasil survei terhadap sarana dan prasarana inklusif menunjukkan
bahwa hanya 29% sekolah yang memiliki aksesibilitas fisik yang memadai, seperti jalur
landai dan toilet ramah disabilitas. Temuan ini mempertegas bahwa implementasi
(Perda No 5 Tahun 2018) Pasal 11 tentang perlindungan dan aksesibilitas penyandang
disabilitas belum sepenuhnya terealisasi. Padahal dalam perda tersebut secara jelas
dinyatakan bahwa pemerintah daerah dan lembaga penyelenggara pendidikan wajib
menyediakan fasilitas yang inklusif agar peserta didik penyandang disabilitas dapat
belajar secara aman dan nyaman.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi sebagaimana tertuang
dalam Pasal 42 Perda Kabupaten Sanggau No. 18 Tahun 2017, hanya 34% sekolah
yang menyatakan bahwa mereka secara aktif terlibat dalam program pelatihan atau
peningkatan kapasitas guru dalam bidang pendidikan inklusif. Ketimpangan ini
menandakan bahwa program pelatihan belum menjangkau seluruh wilayah, khususnya
sekolah-sekolah di daerah perbatasan dan pedalaman, yang secara geografis memiliki
keterbatasan akses terhadap program Dinas Pendidikan.

Kondisi ini semakin diperparah oleh minimnya keberadaan guru pendamping
khusus (GPK) di sekolah. Dari seluruh sekolah yang disurvei, hanya 18% yang
memiliki GPK secara tetap. Padahal keberadaan GPK merupakan salah satu indikator
penting dalam memastikan akomodasi pembelajaran dan dukungan emosional bagi
peserta didik berkebutuhan khusus. Rendahnya angka ini juga menunjukkan belum
maksimalnya implementasi prinsip reasonable accommodation sebagaimana
termaktub dalam Permendikbudristek 48 Tahun 2023. Namun demikian, di tengah
berbagai tantangan implementasi pendidikan inklusif, muncul sejumlah inisiatif sekolah
yang patut diapresiasi karena menunjukkan komitmen nyata dalam membangun
lingkungan belajar yang lebih terbuka dan partisipatif. Beberapa sekolah mulai
menerapkan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan orang tua peserta didik dan
komunitas lokal, guna menumbuhkan pemahaman inklusif yang tumbuh dari
kesadaran bersama, bukan sekadar tuntutan regulatif. Langkah ini sejalan dengan
semangat pasal 42 (Perda No 2017) yang menekankan pentingnya keterlibatan
masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang merata dan berkeadilan. Meskipun
inisiatif ini masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi secara sistemik, namun hal
ini menjadi titik terang yang layak dijadikan pijakan untuk mengembangkan model
pemberdayaan komunitas berbasis inklusi yang lebih terstruktur

Transisi ke arah sistem pendidikan yang inklusif menuntut pendekatan holistik
yang tidak hanya terpaku pada reformasi kebijakan struktural semata, tetapi juga harus
menyentuh penguatan kapasitas aktor pendidikan di tingkat akar rumput. Guru sebagai
ujung tombak pelaksanaan pendidikan inklusi memerlukan pelatihan yang kontekstual
dan berbasis kebutuhan lokal agar mampu menghadirkan pembelajaran yang adaptif
dan responsif terhadap keragaman peserta didik (T. Syamsijulianto et al., 2022; T.
Syamsijulianto, Santiana, et al.,, 2024). Selain itu, kepala sekolah juga perlu
diberdayakan melalui penguatan kepemimpinan transformasional yang berorientasi
pada manajemen sekolah yang ramah inklusi. Tak kalah penting, kolaborasi lintas
sektor antara pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial menjadi elemen krusial untuk
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memastikan keberlanjutan dukungan psikososial dan kesehatan bagi peserta didik
berkebutuhan khusus.
Tabel 1. Tabel Hasil Temuan Lapangan Implementasi Pendidikan Inklusi di
Sekolah Dasar Perbatasan Entikong

Presentase Sekolah

Indikator Evaluasi Sumber Kebijakan yang Memenuhi (%)
Tersedianya kebijakan operasional Permendikbudristek No. 48 384
pendidikan inklusi di sekolah Tahun 2023 ?
Adanya aksesibilitas fisik (ram, Perda Kab. Sanggau No. 5 29%

toilet disabilitas, lift, dll.) Tahun 2018 Pasal 11

Ketersediaan Guru Pendamping Permendikbudristek No. 48 18%

Khusus (GPK) Tahun 2023

Perda Kab. Sanggau No. 18

Pelatihan guru tentang Tahun 2017 Pasal 42 34%
pembelajaran inklusi
Kolaborasi dengan orang tua dan Perda Kab. Sanggau No. 18 1%

komunitas  dalam  mendukung Tahun 2017 Pasal 42
pendidikan inklusi

Pengadaan media pembelajaran Permendikbudristek No. 48 22%

adaptif dan asesmen individual Tahun 2023

Kondisi ini mencerminkan bahwa keberadaan regulasi yang telah disusun
dengan baik baik di tingkat nasional seperti Permendikbudristek 48 Tahun 2023
maupun di tingkat daerah seperti Perda Kabupaten Sanggaubelum cukup untuk
menjamin keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di lapangan. Meskipun
secara normatif arah kebijakan sudah tepat dan mendukung pemenuhan hak anak
berkebutuhan khusus, tantangan sesungguhnya terletak pada bagaimana kebijakan
tersebut dioperasionalkan secara konsisten dan menyeluruh dalam praktik pendidikan
sehari-hari.

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah strategi implementasi yang lebih konkret
dan terukur. Pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan pemangku
kepentingan terkait, perlu menyusun peta jalan (roadmap) pendidikan inklusif yang
menyentuh berbagai aspek krusial. Tidak cukup hanya mengedepankan pembangunan
fasilitas fisik seperti ramp, toilet aksesibel, atau media pembelajaran adaptif, tetapi juga
perlu memberi perhatian serius pada peningkatan kapasitas sumber daya
manusia(Pranata et al., 2023; Pranata & Syamsijulianto, 2025b; Syamsijulianto, Sapriya, et al.,
2024). Hal ini mencakup pelatihan guru untuk menerapkan pendekatan pedagogis yang
adaptif, penempatan guru pendamping khusus di sekolah secara merata, dan
penguatan kompetensi kepala sekolah dalam manajemen sekolah yang inklusif.

Lebih dari itu, budaya sekolah yang inklusif juga menjadi prasyarat penting
yang tidak boleh diabaikan. Sekolah harus menjadi ruang yang menerima
keberagaman dengan sikap terbuka dan empati, baik oleh tenaga pendidik, peserta
didik lain, maupun orang tua. Upaya ini tidak bisa berjalan efektif jika hanya dilakukan
oleh institusi formal(Pranata, 2023). Pelibatan komunitas lokal, tokoh masyarakat, dan
organisasi sosial menjadi sangat penting untuk memperkuat kesadaran kolektif tentang
pentingnya inklusi dalam pendidikan. Ketika masyarakat sekitar turut memahami dan
mendukung peran anak berkebutuhan khusus dalam kehidupan sosial dan pendidikan,
maka upaya menciptakan lingkungan belajar yang adil dan ramah inklusi akan semakin
kuat dan berkelanjutan.
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permendikbudristek Perda Kab. Implementasi di
Aspek No. 48 /2023 Sanggau No. 5/2018 Lapangan (Hasil
' & 18/2017 Penelitian)
Waib  memiliki uru Pemerintah daerah Sebagian besar sekolah
Tenaga enldam in khususgdan wajib memfasilitasi belum memiliki GPK
Pendidik pendamping pelatihan guru tetap, pelatihan belum
pelatihan berkala ! :
inklusi merata
Sarana prasarana .
Aksesibilitas S.EKOI.ah haru.s raf"ah wajib memenuhi Sebagian be_s_a_r sek_qlah
- disabilitas (toilet, jalur belum memiliki fasilitas
Fisik : kebutuhan .
landai, alat bantu) aksesibel
penyandang
disabilitas
Kurikulum harus fleksibel Pemerintah daerah .
. Kurikulum belum
Kuriku dan mendukung mendukung . L
: ) — sepenuhnya diferensiatif,
lum Adaptif diferensiasi pengembangan .
masih menggunakan

pembelajaran

kurikulum inklusif

pendekatan umum

Pemerintah wajib Implementasi
Setiap daerah didorong menyelenggarakan  terkonsentrasi di pusat
Pemerataan T - . .
: mengembangkan pendidikan  inklusi kota, wilayah
Wilayah . . :
sekolah inklusi merata secara merata di perbatasan belum
seluruh wilayah terlayani
Pemerintah wajib
Monitoring dan melakukan pengawasan Tldak_ ;hatur secara Eval_u§13| masm ber_S|fat
. dan evaluasi eksplisit dalam administratif dan tidak
Evaluasi . .
pelaksanaan pendidikan Perda rutin

inklusi secara berkala

Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun regulasi terkait pendidikan inklusif
baik di tingkat nasional seperti Permendikbudristek 48 Tahun 2023maupun di tingkat
daerah seperti Perda Kabupaten Sanggau telah disusun dengan cukup komprehensif,
keberadaannya belum sepenuhnya menjamin keberhasilan implementasi di tingkat
sekolah. Tantangan utama terletak pada bagaimana kebijakan tersebut dijabarkan
dalam praktik yang konsisten, operasional, dan menyentuh kebutuhan nyata di
lapangan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi implementasi yang lebih konkret dan
terukur, melalui penyusunan peta jalan (roadmap) pendidikan inklusif yang tidak hanya
menekankan pada penyediaan fasilitas fisik seperti ramp, toilet aksesibel, dan media
pembelajaran adaptif, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya
manusia, seperti pelatihan guru dalam pendekatan pedagogis yang adapitif,
penempatan guru pendamping khusus secara merata, serta penguatan kepemimpinan
kepala sekolah dalam menciptakan manajemen yang responsif terhadap
keberagaman. Lebih dari itu, pembangunan budaya sekolah yang inklusif merupakan
prasyarat mendasar, di mana seluruh warga sekolah guru, siswa, dan orang tua
mengembangkan sikap terbuka dan empati terhadap perbedaan. Kesuksesan
implementasi kebijakan inklusi juga sangat bergantung pada keterlibatan aktif
komunitas lokal, tokoh masyarakat, dan organisasi sosial dalam membangun
kesadaran kolektif tentang pentingnya pendidikan yang adil dan setara bagi semua
anak(Satria et al.,, 2024; T. Syamsijulianto et al., 2023). Ketika dukungan tersebut
mengakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat, maka cita-cita mewujudkan
lingkungan pendidikan yang ramah inklusi bukan lagi menjadi wacana, melainkan
realitas yang berkelanjutan dan bermakna.

Implementasi pendidikan inklusi di Indonesia memang telah menunjukkan
kemajuan signifikan dari sisi regulasi, terutama dengan hadirnya Permendikbudristek
48 Tahun 2023 yang menegaskan pentingnya penyediaan akomodasi yang layak,
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kompetensi tenaga pendidik, serta aksesibilitas lingkungan belajar. Namun demikian,
realitas di lapangan menunjukkan bahwa capaian tersebut belum sepenuhnya
terealisasi secara merata. Sebagaimana ditunjukkan dalam evaluasi pelaksanaan
pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta, masih ditemukan tantangan struktural dan
kultural yang menghambat efektivitas program, termasuk kurangnya guru pendamping
khusus (GPK), minimnya sarana pembelajaran adaptif, dan terbatasnya pemahaman
inklusi di kalangan tenaga pendidik (Sebrina & Sukirman, 2019; Suvita et al., 2022). Enam
sekolah inklusi yang menjadi objek studi memperlihatkan kesenjangan nyata antara
kebijakan dan pelaksanaan, yang menandakan perlunya upaya lebih intensif dalam
pendampingan, pelatihan guru, serta alokasi sumber daya yang lebih adil dan tepat
sasaran. Oleh karena itu, penting untuk mendorong kolaborasi lintas sektor guna
menjembatani idealisme kebijakan dengan praktik pendidikan inklusif yang benar-
benar responsif terhadap kebutuhan siswa berkebutuhan khusus.

Perspektif regulasi daerah, Perda No 5 Tahun 2018 Pasal 11 secara eksplisit
menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin hak
penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan, termasuk melalui penyediaan
aksesibilitas yang layak dan memadai. Namun, hasil evaluasi di lapangan
menunjukkan bahwa kenyataan tersebut masih jauh dari ideal, khususnya dalam
aspek fasilitas fisik seperti jalur landai, alat bantu mobilitas, serta media pembelajaran
khusus yang belum tersedia secara merata di sekolah-sekolah penyelenggara
pendidikan inklusi (Pranata & Syamsijulianto, 2025b, 2025a; Syamsijulianto, 2021).
Temuan ini sejalan dengan studi di Kota Yogyakarta yang juga mengungkap bahwa
keterbatasan sarana dan prasarana menjadi hambatan utama dalam mengoptimalkan
layanan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus (Haryono, 2013). Sebagaimana
ditegaskan oleh (Dewantara & Kusumastuti, 2020), pendidikan inklusi tidak hanya
menuntut tersedianya guru yang kompeten, tetapi juga infrastruktur yang ramah dan
responsif terhadap kebutuhan belajar yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan
komitmen nyata dari pemerintah daerah untuk memperkuat penganggaran dan
pengawasan implementasi regulasi, agar kebijakan yang telah progresif di atas kertas
dapat benar-benar terealisasi dalam praktik pendidikan di tingkat akar rumput.

(Penyelenggaraan Pendidikan, 2017)Pasal 42 secara tegas mengamanatkan
agar penyelenggaraan pendidikan inklusi dilakukan secara merata dan sistematis di
seluruh wilayah kabupaten. Namun, implementasinya di lapangan menunjukkan
adanya ketimpangan distribusi layanan, di mana sebagian besar fasilitas pendidikan
inklusi terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara daerah pinggiran dan
perbatasan seperti Entikong masih mengalami kekurangan intervensi(T.
Syamsijulianto, 2020a, 2020b, 2022). Ketimpangan ini mencerminkan bahwa kebijakan
belum sepenuhnya adaptif terhadap konteks geografis dan sosial masyarakat lokal
yang memiliki keterbatasan akses serta infrastruktur dasar. Hal ini berdampak
langsung pada rendahnya pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus
(ABK) secara menyeluruh dan berkeadilan (Andriyan et al., 2023; Arfa & Lasaiba, 2022).
Temuan ini juga sejalan dengan studi di Kota Yogyakarta yang menunjukkan bahwa
tidak semua sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah inklusi menjalankan praktik
inklusif secara fungsional dan berkelanjutan (Hanjarwati & Aminah, 2014). Oleh sebab
itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih berbasis wilayah dan kebutuhan lokal
guna memastikan bahwa prinsip inklusivitas tidak hanya berhenti pada dokumen
regulatif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik pendidikan yang setara dan
humanis.

Permasalahan yang juga menonjol dalam implementasi pendidikan inklusi
adalah belum optimalnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, seperti
dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, dan komunitas orang tua. Padahal, kolaborasi
lintas sektor sangat krusial untuk membangun ekosistem pendidikan inklusif yang
berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan anak berkebutuhan khusus (ABK).
Seperti dikemukakan oleh keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan
oleh isi kebijakan, tetapi juga oleh konteks di mana kebijakan tersebut dijalankan,

812

—
| —


http://www.journal.unublitar.ac.id/jp

www.journal.unublitar.ac.id/jp
P JURNAL PENDIDIKAN: E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175
o RISETS:KONSEPTUAL Vol 9 No 4, Oktober 2025

termasuk aktor-aktor pelaksana dan dukungan sosial di sekitarnya(Grindle, 2017).
Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan inklusi di tingkat lokal sering kali hanya
disosialisasikan secara administratif, tanpa diiringi perubahan paradigma dan praktik
konkret di tingkat sekolah. Meskipun Dinas Pendidikan telah menunjukkan komitmen
melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas guru, sayangnya program tersebut
belum menjangkau seluruh elemen sekolah secara merata dan berkesinambungan
(Lestari et al., 2022; Rahmawati et al., 2021). Akibatnya, banyak sekolah yang masih
memandang inklusi sebagai beban tambahan, bukan sebagai pendekatan
transformasional dalam pendidikan (Pranata, 2022; Pranata & Rudiyati, 2019). Oleh
karena itu, langkah selanjutnya yang perlu ditekankan adalah memperkuat jejaring
kemitraan yang partisipatif dan membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya
inklusi sebagai tanggung jawab bersama, bukan sekadar mandat kebijakan.

Kehadiran model evaluasi discrepancy dalam penelitian ini menjadi langkah
strategis untuk menghadirkan pendekatan yang lebih kritis dan sistematis dalam
mengidentifikasi celah antara tujuan kebijakan pendidikan inklusi dengan kenyataan
implementatif di lapangan. Evaluasi ini membongkar bahwa kesenjangan cukup
signifikan terjadi pada beberapa tahap penting, terutama pada tahap instalasi program,
yang ditandai dengan minimnya jumlah guru pendamping khusus (GPK) dan
keterbatasan sarana pembelajaran adaptif. Tidak hanya itu, dalam tahap proses
pembelajaran, banyak guru belum menerapkan strategi diferensiasi yang mampu
mengakomodasi keragaman kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Bahkan, pada
tahap capaian akhir, sejumlah indikator dampak program belum menunjukkan hasil
yang sesuai dengan tujuan inklusi yang diharapkan(Pranata et al., 2025). Seperti
ditegaskan oleh Provus dalam Suharsimi Arikunto (2015), evaluasi berbasis
discrepancy memang dirancang untuk  mengidentifikasi  dimensi-dimensi
ketidaksesuaian antara standar ideal dan praktik aktual, sehingga mampu memberikan
dasar konkret untuk perbaikan program secara berkelanjutan. Temuan ini
menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusi membutuhkan tidak hanya
keberadaan kebijakan yang jelas, tetapi juga dukungan menyeluruh dari aspek sumber
daya manusia, sarana, dan pedagogi. Oleh karena itu, penting untuk membahas lebih
lanjut strategi dan rekomendasi perbaikan yang dapat menjembatani kesenjangan
tersebut agar kebijakan inklusi benar-benar bermakna bagi seluruh peserta didik.

KESIMPULAN

Berangkat dari hasil-hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan
regulasi yang telah cukup kuat, baik di tingkat nasional melalui Permendikbudristek No.
48 Tahun 2023 maupun di tingkat daerah melalui Perda Kabupaten Sanggau, belum
sepenuhnya diikuti oleh kesiapan implementatif di tingkat satuan pendidikan.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi di enam Sekolah
Dasar wilayah perbatasan Entikong, ditemukan bahwa program pendidikan inklusif
masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks, mulai dari keterbatasan sarana
prasarana, minimnya sumber daya manusia yang terlatih, hingga lemahnya budaya
sekolah yang mendukung keberagaman. Hasil analisis kuantitatif deskriptif
menunjukkan bahwa 66,7% sekolah belum memiliki guru pendamping khusus secara
tetap, sementara 83,3% belum menyediakan fasilitas aksesibilitas dasar seperti ramp,
toilet disabilitas, dan alat bantu belajar. Dari segi pengembangan kapasitas guru,
hanya 33,3% dari total guru yang pernah mengikuti pelatihan khusus tentang
pembelajaran inklusif, dan sebanyak 58,3% guru belum menyusun RPP vyang
mengakomodasi kebutuhan siswa dengan disabilitas. Bahkan, hanya 33,3% kepala
sekolah yang memahami dan menjalankan kebijakan inklusi secara menyeluruh,
sedangkan 75% sekolah masih mengalami kesulitan dalam membangun pemahaman
inklusif di kalangan siswa dan orang tua. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat
implementasi pendidikan inklusi di wilayah tersebut berada dalam kategori “rendah ke
sedang”, dengan rata-rata capaian indikator sekitar 46,3% dari standar ideal. Oleh
karena itu, sangat dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan,
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dan masyarakat dalam membangun sistem pendukung yang berkelanjutan, termasuk
dengan memperluas pelatihan guru dalam pendekatan pembelajaran diferensial,
membangun sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator inklusi, serta
mendorong kolaborasi lintas sektor dengan LSM, lembaga keagamaan, dan komunitas
orang tua. Penting juga untuk dilakukan pemantauan berkala terhadap sekolah-
sekolah penyelenggara inklusi agar prinsip-prinsip inklusivitas tidak berhenti pada
tataran kebijakan, melainkan benar-benar terwujud dalam praktik pendidikan yang adil,
adaptif, dan berkeadilan sosial.
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